BUPATIBUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR : 1B o1l /»cl”

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BUOL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengurus Barang pada Perangkat
Daerah tahun anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848). Sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Bupati Buol No. 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENENTAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGAKT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Kuputusan ini.

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah :

1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah;

2) meneliti usulan permohonan penetapan status barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

3) meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus
Barang Pembantu;

4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

5 mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak
lain;

6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang
milik daerah;

7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus

Barang Pembantu.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8 Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
setiap semester dan setiap tahun;

9) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kondisi flsik barang;

10) Meneliti laporan mutasi, barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu.

Pada Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang

bertugas sebagaimana tercantum dalam diktum kedua diatas

bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019, melalui DPA masing-
masing Perangkat Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Buol.
Pada Tanggal 2019
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RIMBAYANDL S. So*

NIP. 19811231 201001 1 041
HARUN M RADJASIA S. So*
NIP. 19670204 199203 1008
MURTONO SKM

NIP. 19831129 200502 1001
AZMLATI AKIB S .Farm

NIP. 19890514 201101 2 007
MULIANI LAMUGIO

NIP. 19671009 198803 2 008
ABDUL RAHIM

NIP. 19671216 198803 1003
DIAN HAMID MADUSILA, SKM
NIP. 19770510 200003 2 006
DEWA PUTU DARMAYASA, A. Md. Kep
NIP. 19710305 199303 1008
RAMLI I. HARAMIN, A Md.Kep
NIP. 19670715 198803 1012
TAHIR. A. Md, Kep

NIP. 19670715 198803 1011
Hi. DARNIATL SKM

NIP. 19671231 199503 2 006
SYAHARUDIN, A.Md.Kep
NIP. 19650707 198703 1022
SUKRIAYANTO, SKM

NIP 19840405 200905 1002
TITIEN HANYALA. AMK

NIP. 19730401 199303 2 000
KARMILA S I IP MM

NIP. 19740818 201212 1 105
GINA OCTAVIANA. S.E.M.Si
NIP. 19841007 201001 2 013
SRI DEWI NOCH S.IP

NIP. 19771223 200701 2010
JUFRI A JAAPAR

NIP. 19720401 200312 1013
SARINI T. Hi. UKUM, SE
NIP. 19801003 200604 2 023
RUSDI S So*

NIP. 19840407 200604 1010
SITIZAHRA.SE.M.Ak

NIP. 19781028 200903 2 002
DARMAWATI S .P.I

NIP. 19691010 200604 2 018
ZULAIHA S So*

NIP. 19801006 200604 2 026
SELFIA S ALUI SE

NIP. 19741012 200012 1004

ARDIAN SY. R. HENTU. SE

NIP. 19840815 200502 2 003
MUSRINAWATI DJ. DOTUTINGGI, SE
NIP. 19770331 200212 2 008
EVAWISNA A. DAIMAROTO, SE

NIP. 19780716 201001 2 001

SYAMSIAR A BUDUL

NIP. 19711023 20012 2 002
NURDIANA IBRAHIM, S.So*
NIP. 19670907 200212 2 007
YANTO S So*

NIP. 19720714 200604 1005
IRWAN, SE

NIP. 19790601 200502 1004
INDRAWATI A KANOLI

NIP. 19791231 200502 2 003
SYAFRUDIN A JUSEP. SH
NIP. 19680723 199903 1004
NURLELA. SH

NIP. 19731027 200212 2 005
RUSLAN

NIP. 19790914 200801 1 021
ISMAN

NIP. 19810623 200701 1003
Dra. IKHLASTANI

NIP. 19670428 199311 2 001
YUDHI SAID SE

NIP. 19740309 200701 1017
ABD. JAFAR A SULEMAN S. IP
NIP. 19821203 200701 1005
DEWI SARTIKA .SE

NIP. 19780407 201001 2 009
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UPTD - SKB

Dinas Kesehatan

UPTD Puskesmas Kec. Lakea

UPTD Puskesmas Kec. Karamat

UPTD Puskesmas Kec. Biau

UPTD Puskesmas Kec. Momunu

UPTD Puskesmas Kec. Tiloan

UPTD Puskesmas Kec. Bokat

UPTD Puskesmas Kec. Bukal

UPTD Puskesmas Kec. Bunobogu

UPTD Puskesmas Kec. Gadung

UPTD Puskesmas Kec. Paleleh Barat

UPTD Puskesmas Kec. Paleleh

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bang'sa dan Politik

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dan Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Hukum

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam

Bagian Umum

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Organisasi

Bagian Pengadaan Barang & Jasa

Sekretariat DPRD

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUOL PADA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
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ROSMITA D UMARA. SE
NIP. 19740718 200712 2 004
ARMIN S MENER.SE

NIP. 19680507 200604 1008
AMRAN .S.IP

NIP 19830303 200604 1017
SUDIRMAN HUSAIN. S.IP
NIP. 19810918 200701 1005
RIZAL AB UMAR A Md.Keu
NIP. 19770311 200604 1010
SUPARMI, S.Sos

NIP. 19840610 201001 2 001
SANTI S BATALIPU S So*
NIP. 19840714 200710 2 002
IRFANTO

NIP. 19780808 200701 1012
ANDRIYANI, SE

NIP. 19861213 201001 2 009
ISKANDAR S. IP

NIP. 19760104 200604 1009
NUR AIN HAMZA. A. Md

NIP. 19760209 201001 2 007
AGUSALIM US. DAY. S.IP
NIP. 19810818 200604 1017
ACHIRUDIN Y UMAR

NIP. 19781011 200212 1002
AGUS. SSos

NIP. 19810208 200604 1 O il
WAHYU SETYABUDHI, SH
NIP. 19780313 200212 1004
SURYADI. SH

NIP. 19640305 198903 1026
NURLELA 1. GODONG. SE
NIP. 19830730 201001 2 002
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Badan Penanggulangan Bencana
Kecamatan Biau
Kecamatan Lakea

Kecamatan Karamat
Kecamatan Momunu
Kecamatan Tiloan
Kecamatan Bokat
Kecamatan Bukal
Kecamatan Bunobogu
Kecamatan Gadung
Kecamatan Paleleh Barat
Kecamatan Paleleh

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Bupim

IUDIN RAUF



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

8) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
setiap semester dan setiap tahun;

9) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kondisi fisik barang;

10) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau
Pengurus Barang Pembantu.

Pada Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang

bertugas sebagaimana tercantum dalam diktum kedua diatas

bertanggung jawab terhadap semua proses pelaksanaan

Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019, melalui DPA masing-

masing Perangkat Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Buol.
2019
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ROSMITA D UMARA, SE
NIP. 19740718 200712 2 004
ARMIN S MENER,SE

NIP. 19680507 200604 1008
AMRAN .S.IP

NIP. 19830303 200604 1017
SUDIRMAN HUSAIN. S.IP
NIP. 19810918 200701 1005
RIZAL AB UMAR A Md.Keu
NIP. 19770311 200604 1010
SUPARMI, S.Sos
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NUR AIN HAMZA. A. Md
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AGUSALIM US. DAY. S.IP
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CHAIRUDIN S. BAKULU, S.IP
NIP. 19791203 201407 1002
A GUS. S.Sos

NIP. 19810208 200604 1011
WAHYU SETYABUDHI, SH
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SURYADI, SH

NIP. 19640305 198903 1026
NURLELA 1. GODONG, SE
NIP. 19830730 201001 2 002
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Badan Penanggulangan Bencana

Kecamatan Biau

Kecamatan Lakea

Kecamatan Karamat

Kecamatan Momunu

Kecamatan Tiloan

Kecamatan Bokat

Kecamatan Bukal

Kecamatan Bunobogu

Kecamatan Gadung

Kecamatan Paleleh Barat

Kecamatan Paleleh

Inspektorat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia



